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Refleksi
Membumikan isu

Setelah empat tahun bekerja, Perkumpulan Prakarsa

menyadari perlunya membangun produksi pengetahuan

yang tidak hanya bersifat makro-abstraktif tapi juga mampu

menjawab kebutuhan inovasi–inovasi sosial di tingkat lokal.

Prakarsa berusaha menyeimbangkan riset-riset berskala

nasional dengan pendampingan teknis dan riset bersama

dengan partner di tingkat lokal. Membumikan pengolahan

konsep “Negara kesejahteraan” dan “Keadilan sosial”

menjadi pembaruan kebijakan sosial.

Kajian teknis mengenai penyusunan dan penggunaaan

anggaran, kebijakan fiscal dan moneter dan sejenisnya tentu

saja sangat penting, untuk mencapai pembaruan anggaran

bagi kaum miskin. Meski demikian, untuk meraih dukungan

yang lebih luas, kerja-kerja tersebut  perlu diperkuat dengan

menambah relevansinya dengan isu lain seperti pencapaian

Millenium Development Goals (MDGs),  selain membuatnya

lebih praktis dan mudah dipahami oleh kalangan awam.

Pengalaman Prakarsa menunjukkan riset-riset yang

dikembangkannya sangat membantu mendekatkan pelaku

advokasi non-negara dengan pejabat Negara. Pada kerja

Prakarsa di Makassar, Yogyakarta dan Kupang, terlihat

bagaimana partner riset Prakarsa mengalami peningkatan

kapasitas, sementara pemerintah daerahnya mulai

mengadopsi “keadilan sosial” sebagai isu yang penting dan
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Keinginan Prakarsa untuk menjadi pendorong lahirnya

inovasi-inovasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil

dalam menganalisa dan mengadvokasi memerlukan

beberapa syarat. Faktor pertama, dari dalam lingkungan

masyarakat sipil sendiri ada kebutuhan untuk terus

berinovasi dan memperbaiki diri, dan oleh karenanya

bersikap terbuka terhadap gagasan dan masukan baru.

Kedua, akan sangat mendukung apabila pemerintah

bertindak menciptakan lingkungan yang mendukung, antara

lain dengan mengakui arti penting kerja-kerja masyarakat

sipil, memperlakukan mereka sebagai mitra yang sejajar dan

memberi dukungan teknis dan keuangan.
Oleh karena itu, Prakarsa akan mempertimbangkan

kemajuan dan atau kelemahan pelaksanaan program serta

dampaknya sekurangnya dari dua dimensi ;

1. secara internal, meningkatnya kemampuan

kelembagaan Prakarsa dalam mengelaborasi isu yang

diusungnya sendiri, termasuk di dalamnya kemampuan

bekerjasama dan memfasilitasi penelitian bersama

pihak-pihak yang memiliki kepedulian yang sama
2. secara eksternal  sejauh mana isu–isu yang diinisiasi

Prakarsa diterima, dikritisi dan dikembangkan oleh

masyarakat sipil dalam analisa dan kerja-kerja

advokasinya.

Perkumpulan Prakarsa sangat percaya bahwa keempat isu

yang dipilihnya masih sangat relevan dengan demokratisasi

yang sedang  berlangsung di Indonesia. Globalisasi masih

akan terus melaju dan merasuk ke sendi-sendi kehidupan

warga. Dengan demikian, demi melindungi warganya dari

resiko globalisasi, negara perlu segera mereposisi dan

merevitalisasi perannya. Agar tidak terjebak kembali menjadi

negara otoritarian, revitalisasi peran negara ini perlu dikawal

oleh masyarakat sipil yang berdaya.  Desentralisasi masih

terus akan jadi isu karena, dengannya isu keadilan sosial

mendapatkan arena baru. Lebih sempit tapi sekaligus lebih

frontal, di mana pemerintah sebagai pengambil kebijakan

akan berhadapan langsung dengan stakeholdersnya. Dengan

demikian keempat topic kajian kami tersebut adalah pintu

masuk bagi masyarakat sipil dalam menjawab tantangan

masa depan
Satu kunci yang diyakini Prakarsa berlaku untuk semua jenis

isu di atas adalah  “kebijakan sosial,” yaitu suatu mekanisme

sosial untuk melindungi warga dari resiko-resiko yang

mungkin timbul dalam hidupnya sebagai warga.
Prakarsa berencana untuk mendalami aspek penguatan

kebijakan sosial ini guna membangun pengertian yang lebih

mendalam di kalangan masyarakat sipil dan pemerintah

daerah. Tujuan itu diharapkan bisa tercapai dengan

kolaborasi yang lebih baik dengan kalangan universitas dan

pengambil kebijakan guna memajukan penyebarluasan

pengetahuan dan pilihan kebijakan.
Yang perlu juga diperhatikan adalah sejauh mana pencarian

cara-cara baru dalam pembangunan kapasitas tersebut bisa

ditopang oleh penguatan lembaga Prakarsanya  sendiri.

Sebagai lembaga non-profit, Prakarsa perlu mengantisipasi

kecenderungan penurunan dana-dana bantuan untuk

gerakan sosial di Indonesia, dalam 5-10 tahun ke depan. Para

pendonor menilai Indonesia telah semakin maju, semakin

demokratis dan makmur, sehingga semakin kurang

memerlukan bantuan.  Karena itu, Prakarsa perlu memulai

upaya menggalang dana dari dalam negeri, baik masyarakat

langsung berupa donasi perorangan dan CSR dari

perusahaan, atau dari pemerintah melalui APBD-APBN, yang

sebenarnya berasal dari pajak masyarakat juga. Praktek

seperti ini sudah berlangsung lama di negara-negara maju,

sebagai wujud penghargaan negara terhadap kerja-kerja

intelektual dalam gerakan sosial.
Tantangan terdekat adalah bagaimana, dengan

yang sama, mampu meningkatkan kualitas dari

Prakarsa sehingga mampu menjaring para peneliti muda dan

potensial, baik dari perguruan tinggi atau pun Ornop.

Peningkatan kualitas ini pada gilirannya diharapkan akan

menaikkan Prakarsa sendiri, sehingga lebih mudah

untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dari berbagai

pihak.
Hal-hal tersebut akan menjadi tulang punggung kerja

Perkumpulan Prakarsa berikutnya, baik di tingkat nasional

mau pun lokal.
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